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PUTUSAN
Nomor 1763/Pdt.G/2016/PA.Bpp
a1 A s
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis

telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Balikpapan,~27=September 1977, agama Islam,
pekerjaan Tidak@ek&?ﬁﬂ&@li ikan SLTA, tempat tinggal di
Kota Balikp@n, Provinsi %mantan Timur, sebagai
Penggugaté\ “*~
< !
O melawan v
Tergugat, Sumg%ep, 10 |April 11966, agam;?: Islam, pekerjaan TN,
pendidikaﬂT SLTA, “tempat tinggal%i Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebdi;
Telah mempelajari surat-surat yang-berkaitan‘dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat-dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
bertanggal 16 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan pada tanggal 05 Desember 2016 dengan Nomor
1763/Pdt.G/2016/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal 18 Oktober 1996, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,

Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta
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Nikah Nomor: 860/80/X/1996 tanggal, 21 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kota
Balikpapan selama 12 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. Anak Pertama, lahir di Balikpapan, tanggal 25 Juni 1997;

b. Anak Kedua, lahir di Balikpapan, tanggal 04 April 2002;

c. Anak Ketiga, lahir di Balikpapan,.tanggal 15 September 2008
dan anak tersebut sekz*g@g\mpéada dalam asuhan oranguta
Penggugat dengafn Tergugat; g

4. Bahwa sejak bulan AQ%IV’ tahun 2003 rumah @gga Penggugat dengan
Tergugat mulai tiglgl-( rukun,~—karena ant% Penggugat dengan
Tergugat terus merﬁus terjadi perselisinan da%)ertengkaran;

5. Bahwa penyebab ferselisihan dan pertengkarg tersebut dikarenakan
Tergugat Tergugat memiliki sifatZ.cemburu | yang | berlebihan kepada
Penggugat, seperti ketika Penggugat ingin pergi/ke acara pertemuan
atau sedang ada, acara arisan denganiteman-teman Penggugat,
namun Tergugat malah sering menuduh’Penggugat berjalan dengan
laki-laki lain tanpa sebab -dan<alasan;” ketika itu sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran—antara Penggugat dengan Tergugat,
dan ketika Tergugat marah sering membentak Penggugat bahkan
tidak segan untuk menyakiti jasmani Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi
pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki
hubungan istimewa dengan laki-laki manapun kecuali dengan
Tergugat saja, hamun Tergugat tidak menerima penjelasan dan tidak
mengindahkan nasehat dari Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2016, yang
akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, dan sejak
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saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul
berhubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah
sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah
ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Balikpapan.Cg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, menﬁ@ﬂdb}autusan yang amarnya sebagai
berikut: e G‘V

1. Mengabulkan gug@{Penggugat; (;/f-
2. Menjatuhkan talatg-satu bain—sughra Terg@\t (Tergugat) terhadap

Penggugat (Per@ugat); ‘g

3. Membebankan (biaya perkara sesuai de%an ketentuan hukum
yang berlaku;

Atau apabila) \Pengadilan Agama , Balikpapan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya,;

Menimbang, bahwa -pada. hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang menghadap_sendiri di persidangan sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah meskipun menurut relaas
panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 9
Maret 2015 untuk sidang tanggal 19 Maret 2015 dan relaas panggilan
bertanggal 24 Maret 2015 untuk sidang tanggal 2 April 2015, kepada
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti
Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan

menurut hukum;
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Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati
Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat
cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah
surat gugatanPenggugat bertanggal 17 Februari 2015 yang isinya tetap
dipertahankan olehPenggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor 602/33/VI1/2006 bertanggal 18 September 2006 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan, yangp\@ﬁllw‘fiicocokkan dengan aslinya,
bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Buk@@);

Menimbang, bah@%‘/ di samping bu surat, Penggugat di
persidangan juga teI@ menghadirkan 2 (d@ orang saksi, atas
pertanyaan majelis me@aku bernama: P

1. Saksi Pertamd) umur 55 ‘tahun;”’agama Blam, pekerjaan Guru,
bertempat tinggal di Kota '‘Balikpapan, |di bawah sumpah telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

— bahwa saksi, mengenal Penggugat (dan/Tergugat. Penggugat
adalah keponakan' saksi bernama Peénggugat dan Tergugat
bernama Jamaluddin adalah=suami~dari Penggugat;

— bahwa Penggugat dan™~Tergugat telah menikah pada tahun
2006 dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 orang anak;

— bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat, namun sejak 1 bulan
yang lalu mereka sudah berpisah tempat tinggal;

— bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015
mulai goyah disebabkan ada pihak ketiga yakni wanita lain yang

menjalin hubungan asmara dengan Tergugat;
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— bahwa pertama-tama saksi tahu dari cerita Penggugat, dan
setelahTergugat  menikah siri dengan wanita lain tersebut
barulah saksi itu percaya;

— bahwa ada masalah ekonomi di mana Tergugat hanya memberi
uang kepada Penggugat Rp 300.000,- setiap bulan sehingga
tidak cukup untuk keperluan hidup sehari-hari, padhal gaji
Tergugat Rp 1.000.000,-/bulan;

— bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar masalah WIL
tersebut dan sejak bulan=Februari 2015 Penggugat dengan
Tergugat telah ~be ip&BAMQQat tinggal serta tidak ada
komunikasi lagy; ~

— bahwa saksi hﬁ\;{sebatas menase(@i Penggugat saja dan
tidak sanggupi}r:tgi merukunkan dengar‘r%ergugat karena sudah
nikah sirri; S ‘g

2. Saksi Kedua, Smur 57 “tahun, agama I%m, pekerjaan buruh,
bertempat tinggal, di 'Kota-~Balikpapan, di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut:

— bahwa saksi\ mengenal Penggugat '“dan/Tergugat. Penggugat
adalah anak kandung saksi bernama Penggugat dan Tergugat
bernama Tergugat..suami-dari Penggugat;

— bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006
dari perkawinannya telah mempunyai 1 orang anak;

— bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di
rumah saksi, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat
tinggal

— bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan baik dan harmonis, namun sejak Januari 2015 mulai
goyah karena ada pihak ketiga yakni wanita lain yang menjalin

hubungan asmara dengan Tergugat;
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— bahwa saksi tahu sendiri karena pernah melihat Tergugat
berboncengan dengan wanita tersebut dan sekarang sudah
menikah secara sirri;

— bahwa selain itu dalam masalah ekonomi Tergugat hanya
memberi uang belanja kepada Penggugat Rp 300.000,- setiap
bulan, padahal gajinya Rp 1.000.000,-

— bahwa saksi melihat mereka bertengkar masalah uang belanja
yang kurang dan sejak bulan Februari 2015 Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah-serta tidak pernah ada komunikasi
lagi: p\GAM,q

— bahwa saksi suda %erusaha men aikan Penggugat dengan

Tergugat akan @api tidak:berhasil da/lysekarang tidak sanggup
untuk merukugkan mereka; ‘%

Menimbang, | lbaliwa selanjutnya Penggu-gt menyatakan tidak
menambah keterangaﬂ- maupun “bukti<buktinya a&: suatu apapun lagi
kecuali mohon agar majelis hakim segera memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa. untuk mempersingkat-uraian dalam putusan
ini, maka ditunjuk Berita‘’Acara Sidang yang merupakan bagian tak

terpisahkan dalam putusan ini;
PERTIMBANGAN-HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati
Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta
mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara

Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (broken marriage);
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun
orang lain sebagai wakillkuasanya yang sah tidak memberikan
jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan meskipun
kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda
secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh
karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk
menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-daliinya menjadi gugur,
dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat
diputus dengan putusan tidak hadir..(verstek) kecuali apabila gugatan
tersebut ternyata melawan hak a@@i&dwgfralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa’ yang telah d&timbangkan di atas sejalan
dengan ketentuan dalil fi@y“ah sebagaimana 5?9 tercantum dalam kitab
Ahkam Al Qur-an, juz/ll halaman; 405-sebagai berikut:

-
W | agaly allaoggd 3 flal&a cpa aSla 1 sa g
W e*hx-"%eeﬂw%e e psla ) (3 0

Artinya: | ‘Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di
persidangan,sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan
itu, maka dia termasuk orang yang zhalim/dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini
mengenai bidang perceraian, sesuai“yurispradensi yang berlaku dan
untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka
kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan
kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil
gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa
(Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama
Saksi Pertama dan Saksi Kedua, yang pokok-pokok keterangannya telah
diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungankan dengan

keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat
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dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah
diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama
lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai
suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 September 2006 dan
telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki umur 8 tahun;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat.denga Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugﬁ@A.ﬂ%a Rapak, Balikpapan selama 8
tahun; ?ﬁ ‘9.7

3. Bahwa benar pada @\l\gn Februari 2015 tgq_‘nah tangga Penggugat
dengan Tergugat sggr-‘lg terjadi perselisihan%\n pertengkaran yang
terus menerus disefabkan Tergugat [telah-menikah sirri dengan wanita
lain dan masalah @konomi/ Tergugat member'Zuang belanja sangat
kurang untuk keperluan hidup rumah tangga;

4. Bahwa sudah sejak” tanggal 5 Februari 2013,/ antara Penggugat
dengan Tergugat ‘telah:berpisah rumah karena//Tergugat keluar dari
rumah orang tua Penggugat sampai sekafang sudah tidak ada
komunikasi lagi;

5. Bahwa saksi sebagai keluarga=sudah berusaha untuk mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, selanjutnya
menyatakan tidak sanggup lagi menasehati lagi karena sudah tidak
ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan
bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak
harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya
masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri

sampai hidup berpisah sudah hampir 2 (dua) bulan lamanya Tergugat
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pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan
anaknya tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti
tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya
adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan
dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga
gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra
Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawabh ini;

Menimbang, bahwa seSL!gGl@bWan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun' 1974-bahwa “p winan adalah ikatan lahir
batin antara seorang priafi?éfbagai suami deng eograng wanita sebagai
isteri dengan tujuan L@k membentuk keluarg%(rumah tangga) yang
bahagia dan kekal befdasarkan' Ketuhanan Yangg\ﬂaha Esa”, demikian
pula dalam Pasal 3 Kempilasi’Hukum-lslam, “perz\vvinan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah) tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah”;

Menimbang, bahwa /dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah’ikatan batin antara seorang
pria sebagai suami dengan. seorang“wanita’ sebagai isteri, sehingga
apabila unsur ikatan bathin ini Sudah~tidak ada lagi maka sebenarnya
perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya
perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti
sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah
tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis
dan tidak rukun karena antara mereka terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat telah menikah
sirri dengan wanita lain dan juga masalah ekonomi, di mana Tergugat
dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat tidak sesuai dengan

penghasilan yang diperoleh setiap bulannya, akibatnya maka biaya
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rumah tangga sangat kurang yang mana harus  ditanggung oleh
Penggugat serta Tergugat sejak Februari 2015 telah pergi dari tempat
kediaman bersama serta tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan
Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak
mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan
sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan
perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi.Hukum Islam sebagaimana tersebut di
atas, dan rumah tangga/perkawim@ﬂdbggugat dengan Tergugat tersebut
dapat dikategorikan sebagai -Trumah tan@?/perkawinan yang sudah
retak/pecah dan sudah ti(@?{ dapat diperbaiki lagi

Menimbang, babg:a sekiranya Penggug‘% dan Tergugat tetap
dipaksakan dalam il@n perkawinannya maka‘gustru akan semakin
menambah pendefitadh (mudharat) | karéha sama halnya menghukum
salah satu pihak atau bahkan keduacbelah pihak (suami isteri) tersebut
dengan penjara yang'berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang
bertentangan denganikeadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya
diakhiri, perceraian adalah merupakan solusi / jalan keluar yang terbaik
untuk menghindari dan mengakhiri-penderitaan-Serta mudharat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis~hakim perlu mengemukakan pendapat
ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab Al

Igna’ juz Il halaman 133 sebagai berikut:
Ak Ll ade 3l Lgagl Ayl 48 ae L) Oy

Artinya : “Tatkala istri telah menunjukan ketidaksenangannya terhadap
suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya

laki-laki (suami) dengan talak satu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan

tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi
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ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
alasan perceraiannya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan
telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat
dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalanhﬁﬁm‘agan telah didengar keterangan
keluarga/orang dekat dengam-pihak berper@@ yang menyatakan sudah
berusaha mendamaikan §nggugat dan Tergl@t namun tidak berhasil
dan sekarang sudahg tidak sanggup Iagf.gmendamaikan, maka
pemeriksaan perkara ﬁ telah [/memenuhi ketent@n Pasal 76 Undang-
Undang Nomor 7 Tahuh.1989 jo..Pasal 22 Ayat (ZZPeraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasali134 Kompilasi Hukum /| Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya//gugatan Penggugat
tersebut, maka sesuai' ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana:telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan®kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama
Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan
salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat_ya % |panggil secara resmi dan patut
untuk menghadap .di angan fﬁ@hadlr

2. Mengabulkan gugatar’ Penggugat dengaﬁ)/erstek

3. Menjatuhkan talaksatu._bain-sughra Terééat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Lln‘!’anltera Pengadilan Ag%a Balikpapan atau
Pejabat yang telah ditunjuk —olehnya untuk mengirimkan salinan
putusan perkara ini yang telah* mempunyai kekuatan hukum tetap
kapada Pegawai Pencatat Nikah /'Kantor WUrusan Agama yang
wilayahnya meliputi teémpat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta
Pegawai Pencatat. Nikah Kantor -Urusan Agama tempat
dilangsungkannya pernikahan-untuk-dicatat dalam daftar yang telah
disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada
hari Kamis tanggal 02 April 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal
12 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.,
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sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutejo, S.H., M.H., dan Drs. E | y a, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur
Aliah, S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota; V\ P\GAM 4 Ketua Majelis,

v
Drs. Muh. Y@d Yosa, S.H., M.H.

Z

)
S
o

Drs. Sutejo, S.H.Lﬁ/I.H.
o

Drs.Elya Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Pemanggilan Rp. 30.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.  391.000,-
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